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ABSTRAK 
Melalui Pengadilan Niaga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mempailitkan PT Asuransi Bumi Asih 
Jaya dan OJK memenangkan perkara tersebut sampai pada tahap Peninjauan Kembali (PK). Pada saat  
proses pailit berlangsung, PT Asuransi Bumi Asih Jaya,  balik menggugat OJK atas perbuatan melawan 
hukum dan didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 643/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Hal 
ini disebabkan oleh karena PT Asuransi Bumi Asih Jaya selaku penggugat, tidak terima atas tindakan 
semena-semena yang dilakukan oleh OJK. PT Asuransi Bumi Asih Jaya menggugat ganti rugi Rp5,4 triliun, 
dengan rincian kerugian materil senilai Rp1,4 triliun. Kerugian  dihitung sejak OJK melakukan pencabutan 
izin usaha pada Oktober 2013. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya,  administrasi negara 
melakukan berbagai macam perbuatan atau kegiatan administrasi negara yang sering disebut sebagai 
tindak administrasi negara atau perbuatan administrasi negara. Perbuatan administrasi negara menjadi 
penting kemudian ketika berhadapan dengan kasus seperti dalam kasus gugatan PT Asuransi Bumi Asih 
Jaya, di mana perusahaan tersebut menggugat OJK sebagai institusi negara yang sebagai pejabat 
administrasi negara telah melakukan pelanggaran dalam perbuatan administrasi negara. Pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya 
menggugat Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan publik dengan gugatan perbuatan melawan hukum  dan 
bagaimana analisis terhadap kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mempertanggungjawabkan secara 
hukum perbuatan administrasi negara yang telah dilakukannya terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya. 
Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif, dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menggambarkan bahwa apabila terjadi pelanggaran dalam perbuatan administrasi negara maka 
badan hukum negara yang merupakan instansi publik dapat digugat melalui Pengadilan Negeri dalam hal 
perkara perdata apabila telah melakukan pelanggaran perbuatan hukum administrasi negara. 
Kata kunci: perbuatan hukum administrasi negara, badan hukum publik, perbuatan melawan hukum 
 
 
ABSTRACT 
Through the Commercial Court, the Financial Services Authority (OJK) managed to bankrupt PT Asuransi 
Bumi Asih Jaya and OJK won the case until the Judicial Review (PK) stage. At the time of the bankruptcy 
process, PT Asuransi Bumi Asih Jaya, again sued OJK for unlawful conduct and was registered at the 
Central Jakarta Commercial Court with number 643 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Pst. This is because PT Asuransi 
Bumi Asih Jaya as the plaintiff did not accept the arbitrary actions carried out by OJK. PT Asuransi Bumi 
Asih Jaya sued for compensation of Rp.4.4 trillion, with details of material losses worth Rp1.4 trillion. 
Losses are calculated since the OJK revoked its business license in October 2013. To be able to carry out its 
duties and functions, the state administration carries out various acts or activities of state administration 
which are often referred to as state administrative actions or acts of state administration. State 
administration actions became important later when dealing with cases such as in the case of PT Asuransi 
Bumi Asih Jaya's lawsuit, in which the company sued OJK as a state institution which as a state 
administration official had committed a violation in the conduct of state administration. The main problem in 
this study is how the actions of the Asuransi Bumi Asih Jaya company sued the Financial Services Authority 
as a public body with a lawsuit against the law and how to analyze the position of the Financial Services 
Authority in legally responsible state administrative actions that have been carried out against PT Asuransi 
Bumi Asih Jaya. The study was conducted using normative research methods, with qualitative descriptive 
analysis. The results of the study illustrate that if there is a violation in the conduct of state administration, 
the state legal entity that is a public institution can be sued through the District Court in the case of a civil 
case if it has committed a violation of state administrative law. 
Keywords: acts of state administrative law, public legal entities, acts against the law 
 
 
 
 I.  PENDAHULUAN 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mencabut izin PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Bumi Asih) sejak 
2013. Namun, perusahaan asuransi jiwa itu baru resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan pada 28 Agustus 
2015. Saat itu, tiga orang kurator ditunjuk, mereka adalah Lukman Sembada, Raymond Pardede, dan Gindo 
Hutahean. Dalam proses kepailitan, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang 
diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor.  Menurut Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kurator 
haruslah independen. Ia tak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Seorang 
kurator hanya boleh memegang tiga perkara pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dalam waktu 
bersamaan.  Kurator juga tak boleh menggunakan aset dan kekayaan debitur untuk kepentingan pribadi. 
Mereka akan mendapatkan imbalan atas jasa sebagai kurator, tetapi imbalan itu dibayarkan ketika proses 
kepailitan selesai.  Pada tanggal 18 Mei lalu ketiga kurator Bumi Asih ditangkap Bareskrim Polri. Mereka 
diduga melakukan penggelapan aset milik perusahaan asuransi untuk kepentingan pribadi.  
Hasil penyidikan menyebutkan bahwa total kerugian akibat perbuatan tersebut mencapai Rp20 miliar. Total 
aset Bumi Asih diperkirakan Rp1,1 triliun. Sampai saat ini, jumlah kreditur Bumi Asih mencapai 29 ribu 
dengan total tagihan Rp1,2 triliun. Tim kurator belum pernah melakukan pembagian sejak perusahaan itu 
dinyatakan pailit tahun lalu. Hal tersebut bukan pertama kalinya kurator ditangkap pihak kepolisian dan 
menjadi tersangka. Tahun 2001 lalu, kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera, yang pailit sejak 6 Januari 2000 
juga sempat ditahan. Ari Ahmad Efendi ditahan dengan tuduhan menggandakan penjualan saham; namun, ia 
kemudian dibebaskan karena ternyata tuduhan tersebut tidak benar.  
Pada  praktiknya, memang ada banyak sekali celah bagi kurator untuk mendapatkan keuntungan dari aset 
debitur. Hal ini diperkuat dengan minimnya pengawasan dari hakim pengawas yang telah ditunjuk 
pengadilan.  Salah satu pengacara yang juga seorang kurator, Aji Wijaya membenarkan hal tersebut. 
Menurutnya, sangat mungkin atau besar peluang seorang kurator berbuat curang dan nakal dengan berbagai 
cara saat mengurusi aset.  Misalnya dalam proses lelang dan penjualan. Ada kurator yang nakal, menjual aset 
dengan harga miring, lalu ia akan mendapat komisi dari pembeli. Sedangkan undang-undang mengatur 
bahwa kurator berhak menerima fee penjualan aset sebesar 10 persen dari harga jual. Fee itu di luar imbalan 
jasa sebagai kurator.  
Permasalahan yang terjadi dalam gugatan kepailitan yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT 
Asuransi Bumi Asih Jaya menjadi menarik, oleh karena kemudian PT Asuransi Bumi Asih Jaya, menggugat 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan melawan hukum 
diajukan PT Asuransi Bumi Asih Jaya kepada OJK sebagai badan hukum publik yang melakukan perbuatan 
hukum administrasi negara secara perdata. 
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum, Pemerintah banyak 
melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan. Aktivitas atau perbuatan itu pada garis besarnya dibedakan ke 
dalam dua golongan, yaitu: 
1. Rechthandelingen (golongan perbuatan hukum) 
2. Feitelijk handelingen (golongan yang bukan perbuatan hukum) 
Dari kedua golongan perbuatan tersebut yang penting bagi hukum administrasi negara adalah golongan 
perbuatan hukum (rechthendelingen), sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu 
bagi Hukum Administrasi Negara, oleh karena perbuatan hukum ini membawa akibat pada hubungan hukum 
atau keadaan hukum yang ada, maka perbuatan tersebut tudak boleh mengandung cacat, seperti kehilafan 
(dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang). 
Tindakan hukum tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan-peraturan 
yang bersangkutan. Sedangkan golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum tidak relevan (tidak 
penting). 
Perbuatan pemerintah yang termasuk golongan perbuatan hukum dapat berupa: 
a) Perbuatan hukum menurut hukum privat 
Administrasi negara sering juga mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum-subyek hukum lain 
atas dasar kebebasan kehendak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum, hal 
ini karena hubungan hukum perdata  itu bersifat sejajar. Seperti sewa-menyewa, jual-beli, dan sebagainya. 
b) Perbuatan hukum menurut hukum publik 
Perbuatan hukum menurut hukum publik ada dua macam, yaitu : 
1. Hukum publik bersegi satu 
Artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. Jadi 
didalamnya tidak ada perjanjian, jadi hubungan hukum yang diatur oleh hukum peblik hanya berasal 
dari satu pihak saja yakni pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri. 
2. Hubungan publik yang bersegi dua 
 Menurut Van Der Ppr. Kranenberg-Vegting. Wiarda dan Donner mengakui adanya   hukum publik 
yang bersegi dua atau adanya perjanjian menurut hukum publik. Mereka memberi contoh tentang 
adanya “Kortverband Contract” (perjanjian kerja jangka pendek) yang diadakan seorang swasta 
sebagai perkerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan. 
Pada kortverband contract ada persesuaian kehendak antara pekerja dengan pemberi pekerjaan, dan 
perbuatan hukum itu diatur oleh hukum istimewa yaitu peraturan hukum publik sehingga tidak di 
temui pengaturannya didalam hukum privat. 
 
Dikaitkan dengan masalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Asuransi Bumi Asih 
Jaya terhadap Otoritas Jasa Keuangan menjadi menarik karena gugatan perdata diajukan kepada badan 
hukum publik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan analisis hukum menurut 
hukum administrasi negara mengenai perbuatan hukum administrasi negara dan tanggung jawab OJK sebagai 
instansi publik secara keperdataan. 
 
II. POKOK PERMASALAHAN 
1. Bagaimana tindakan perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya menggugat Otoritas Jasa Keuangan sebagai 
badan publik dengan gugatan perbuatan melawan hukum?  
2. Bagaimana analisis terhadap kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mempertanggung jawabkan 
secara hukum perbuatan administrasi negara yang telah dilakukannya terhadap PT Asuransi Bumi Asih 
Jaya ? 
 
III.PEMBAHASAN 
Menurut E. Utrecht tindakan pemerintahan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: yang 
bertindak ialah administrasi negara sendiri, yang bertindak ialah subyek hukum (sama dengan badan hukum) 
lain yang tidak termasuk administrasi Negara dan yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa 
dengan Pemerintah,  yang bertindak ialah subyek hukum lain yang tidak termasuk administrasi Negara dan 
menjalani pekerjaanya berdasarkan suatu konsesi atau berdasarkan izin (vergunning) yang diberikan oleh 
Pemerintah,  yang bertindak ialah subyek hukum lain yang tidak masuk administrasi negara dan yang diberi 
subsidi Pemerintah, yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama subyek hukum lain yang bukan 
administrasi negara dan kedua belah pihak itu bergabung dalam bentuk kerjasama (vorm van samenwerking) 
yang diatur oleh hukum privat,  yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh Pemerintah atau diawasi 
Pemerintah, yang bertindak ialah subyek hukum lain yang bukan administrasi negara tetapi diberi sesuatu 
kekuasaan memerintah (delegasi perundang-undangan). 
Pada dasarnya semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah harus didasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Maka tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan 
dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan. Dalam hal ini Pemerintah memiliki kedudukan yang khusus 
(do overhead als bijzonder persoon), sebagai satu-satunya pihak yang diserahi kewajiban untuk mengatur 
dan menyelenggarakan kepentingan umum di mana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada 
Pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan 
Pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum. 
Pemerintah juga mempunyai kedudukan yang tidak dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum 
perdata. Ini menyebabkan hubungan hukum antara Pemerintah dengan seseorang dan badan hukum perdata 
bersifat ordinatif. Tetapi meskipun hubungan hukumnya bersifat ordonatif, Pemerintah tidak dapat 
melakukan tindakan hukum secara bebas dan semena-mena terhadap warga negara. Berkaitan dengan 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) untuk melakukan gugatan kepailitan 
terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya tentu dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terutama 
yang diatur dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 30 Ayat 1 (b) 
mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan berhak melakukan pembelaan hukum sebagai perlindungan 
konsumen yaitu mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan 
dari pihak yang menyebabkan kerugian baik yang berada di bawah kekuasaan pihak yang merugikan maupun 
pihak lain dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan 
kerugian pada konsumen dan atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan 
perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 
Pada dasarnya semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah harus didasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan 
dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan. Tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya menurut penulis, melampaui kewenangan dan fungsinya sebagai 
institusi publik yang kewenangannya adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. 
Tindakan Otoritas Jasa Keuangan yang didasarkan pada Pasal 30 Ayat 1 (b) Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2011 sebenarnya menurut penulis kurang tepat, oleh karena perbuatan hukum memang dapat 
 dilakukan oleh institusi publik sebagai subyek hukum administrasi negara, namun kewenangan hukum secara 
perdata bagi badan hukum publik baru dapat dilakukan apabila badan hukum publik tersebut telah melakukan 
hubungan perdata dengan subyek hukum yang lain. Melihat pada kasusnya, hubungan hukum perdata tidak 
terjadi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan PT Asuransi Bumi Asih Jaya, sedangkan kalau dirujuk dengan 
Pasal 30 Ayat (1b) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
kewenangan mewakili pihak konsumen yang dirugikan oleh Asuransi Bumi Asih Jaya sehingga dapat 
melakukan gugatan kepailitan terhadap perusahaan tersebut untuk kemudian menguasai harta kekayaan 
perusahaan asuransi tersebut demi kepentingan konsumen, tidak dibenarkan dalam hukum perdata, oleh 
karena secara hukum keperdataan para pihak mengadakan hubungan hukum dengan suatu perbuatan hukum 
tertentu. Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan perbuatan administrasi negara berupa perbuatan hukum 
privat sehingga benar gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) yang diajukan oleh PT 
Asuransi Bumi Asih Jaya terhadap OJK yang telah melakukan pelanggaran hukum yang melanggar peraturan 
perundang-undangan tentunya pada prinsip hubungan keperdataan yang tidak timbul antara PT Asuransi 
Bumi Asih Jaya, namun timbul pada atau antara nasabah dengan perusahaan PT Asuransi Bumi Asih Jaya. 
OJK sebagai pengawas lembaga jasa keuangan memang mempunyai hak untuk mengawasi dalam 
penyelenggaraan lembaga jasa keuangan, namun menurut penulis tidak berhak untuk melakukan perbuatan 
hukum perdata dengan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan dengan alasan mewakili 
kepentingan pihak konsumen yang dirugikan. Kewenangan mewakili dalam hukum keperdataan sebenarnya 
selama ini diberikan dengan kuasa kepada penerima kuasa, kewenangan tersebut pun terbatas kepada apa saja 
yang akan dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Kuasa hukum menurut hukum acara 
perdata, sudah seharusnya diberikan kepada para advokat yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk 
mewakili pemberi kuasa. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Peransuransian mengatur pula 
bahwa OJK dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada perusahaan asuransi atau reasuransi tetapi 
harus melalui prosedur di mana kreditor mengajukan permohonan ke OJK baru OJK melanjutkan 
permohonan tersebut. Penulis melihat kewenangan yang diberikan kepada OJK, kalaupun benar diberikan 
kepada penerima kuasa tentu  adalah bukan yang berhak atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum menggugat PT Asuransi Bumi Asih Jaya ke Pengadilan Niaga dalam gugatan kepailitan 
yang jelas menurut penulis melampaui tugas dan kewenangan OJK sebagai lembaga Otoritas Jasa Keuangan 
yang tugas dan fungsinya untuk mengawasi berjalannya kegiatan lembaga jasa keuangan dengan baik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 
IV. KESIMPULAN 
1. Tindakan perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya menggugat Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan publik 
dengan gugatan perbuatan melawan hukum menurut penulis adalah benar, oleh karena Otoritas Jasa 
Keuangan tidak berhak melakukan gugatan kepailitan terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya, meskipun 
diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
bahwa merupakan hak OJK mewakili konsumen untuk melakukan gugatan dalam rangka memperoleh 
kembali harta kekayaan baik yang berada di bawah kekuasaan pihak yang digugat maupun pihak lain bagi 
kepentingan pihak yang dirugikan, namun pada dasarnya tidak ada hubungan keperdataan antara PT 
Asuransi Bumi Asih Jaya dengan Otoritas Jasa Keuangan. 
2. Analisis terhadap kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam mempertanggung jawabkan secara hukum 
perbuatan administrasi negara yang telah dilakukannya terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya, adalah 
Otoritas Jasa Keuangan wajib mempertanggung jawabkan secara hukum perbuatan administrasi negara 
yang telah dilakukan terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya, sebab secara keperdataan OJK telah 
melanggar peraturan perundang-undangan khususnya KUH Perdata yang mengatur hubungan hukum 
antara pihak baru dapat terjadi apabila telah terjadi hubungan hukum yang dilakukan melalui perbuatan 
hukum para pihak, seperti melakukan perjanjian dan sebagainya. Pelanggaran terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentu berakibat pihak yang melanggar tersebut dapat digugat secara 
perdata oleh karena telah menimbulkan kerugian pada pihak lain. 
 
 
DAFTAR  PUSTAKA 
 
Peraturan Perundang-undangan 
KUH Perdata 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(UU Kepailitan) 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
Undang-Undang No. 40 Tahun 2016 tentang Peransuransian 
